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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI TANGGUNG JAWAB, 

PEMERINTAH, BAHAN BAKAR MINYAK SUBSIDIN-NON SUBSIDI, 

DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 

 

A. Tinjauan Pustaka Mengenai Tanggung Jawab 

1. Pengertian Mengenai Tanggung Jawab 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab 

adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa 

boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, 

tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk 

melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. (Hamzah, 2005, hlm. 

136)  

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas 

konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan 

dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. (Notoatmojo, 

2010, hlm. 49) Titik Triwulan menyatakan bahwa pertanggungjawaban 

harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak 

hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang 

melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk member 

pertanggungjawabannya. (Tutik, 2018, hlm. 48) 
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Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi 

dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan 

pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (lilability without based on 

fault) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (lilability 

without fault) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung 

jawab mutlak (strick liability). Prinsip dasar pertanggung jawaban atas 

dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung 

jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. 

Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen 

penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung 

bertanggung jawab sebagai risiko usahanya. (Febrian, 2010, hlm. 48) 

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam 

perbuatan melanggar hukum (Theory Liability) dibagi menjadi beberapa 

teori, yaitu : (Muhammad, 2010, hlm. 503) 

a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan 

dengan sengaja (intertional tort liability), tergugat harus sudah 

melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat 

atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan 

mengakibatkan kerugian; 

b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan 

karena kelalaian (negligence tort lilability), didasarkan pada konsep 

kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum 

yang sudah bercampur baur (interminglend); 
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c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa 

mempersoalkan kesalahan (stirck liability), didasarkan pada 

perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya 

meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian 

yang timbul akibat perbuatannya. 

2. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab 

a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan  

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (liability 

based on fault) adalah prinsip yang cukup berlaku dalam hukum 

pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 

khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367 Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata, prinsip ini dipegang secara teguh. 

Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan 

pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang 

dilakukan (Pasal 1365 KUH Perdata), dimana ada empat unsur pokok 

yaitu : (Shidarta, 2006, hlm. 59) 

1) Adanya perbuatan;  

2) Adanya unsur kesalahan;  

3) Adanya kerugian yang diderita.  

Maka secara umum, asas tanggung jawab ini dapat diterima 

karena adalah adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti 

kerugian bagi pihak korban. 

b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab  
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Prinsip ini menyatakan, tergugat dianggap selalu bertanggung 

jawab (presumption of liability principle), sampai ia dapat 

membuktikan, ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada si 

tergugat. (Shidarta, 2003, hlm. 61)  

c. Prinsip tanggung jawab mutlak  

Prinsip ini adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan 

tidak ada pengecualiannya. Biasanya prinsip ini diterapkan karena : 

1) Konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan 

adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang 

kompleks; 

2) Diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-

waktu ada gugatan atas kesalahannya, missal dengan asuransi atau 

menambah komponen biaya tertentu pada harga produknya. 

d. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan  

Prinsip ini sangat disegani oleh para pelaku usaha untuk 

dicantumkan sebagai klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang 

dibuatnya. Prinsip ini sangat merugikan konsumen jika diterapkan 

sepihak oleh pelaku usaha. Jika ada pembatasan mutlak, harus 

berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas. 
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B. Tinjauan Pustaka Mengenai Pemerintah 

1. Pengertian Pemerintahan 

Istilah Pemerintah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan 

dengan : (Nasional, 2008, hlm. 263) 

a. Sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan 

sosial, ekonomi dan politik suatu negara atau bagianbagiannya; 

b. Sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung 

jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan, dan  

c. Penguasa suatu negara. 

Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer 

Pemerintah diartikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari beberapa badan 

yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan dan mengatur kelangsungan 

hidup suatu negara, atau sekumpulan orang yang diberi kekuasaan yang 

terbatas untuk memikul tanggung jawab yang dilakukan bersama-sama. 

(Salim, 2002, hlm. 140) 

Secara definitif, pemerintah itu mempunyai arti luas dan arti sempit. 

Dalam arti luas pemerintah itu meliputi seluruh organ kekuasaan di dalam 

negara yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Bahkan dalam arti luas ini 

Pemerintah diartikan sebagai pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, 

lembaga-lembaga yang diserahi wewenang untuk mencapai tujuan negara. 

Dalam arti yang luas pemerintah itu sering disebut Regering. Tetapi dalam 

arti yang sempit pemerintah (yang disebut Bestuur) hanya menyangkut 

organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan (eksekutif) 
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yang bisa dilakukan oleh kabinet dan aparat-aparatnya dari tingkat pusat 

ke daerah. (MD, 2009, hlm. 163) 

Pemerintah tidak lain adalah organisasi yang mengatur dan 

menyelenggarakan urusan negara. Tanpa pemerintah, sulit dibayangkan 

suatu negara dapat berjalan dengan baik. Fungsi pemerintah antara lain: 

menegakkan hukum, mengadakan Peraturan Daerah dan menyelaraskan 

kepentingan-kepentingan masyarakat yang bertentangan agar dapat 

menjalankan fungsinya dengan baik dan efektif, pemerintah dapat 

menggunakan atribut hukum dari negara, yakni kedaulatan. Karenanya, 

pemerintah terkadang memegang monopoli untuk menjalankan paksaan 

fisik secara legal sehingga dalam keadaan seperti ini timbul anggapan 

bahwa pemerintah identik dengan negara. 

Negara dapat pula diartikan sebagai suatu organisasi manusia atau 

kumpulan manusia-manusia, yang berada di bawah suatu pemerintahan 

yang sama. Pemerintahan ini sebagai alat untuk bertindak demi 

kepentingan rakyat untuk mencapai tujuan organisasi negara, antara lain 

kesejahteraan, pertahanan, keamanan, tata tertib, keadilan, kesehatan dan 

lain-lain. Untuk dapat bertindak dengan sebaik-baiknya guna mencapai 

tujuan tersebut, pemerintah mempunyai wewenang, wewenang mana 

dibagikan lagi kepada alat-alat kekuasaan negara, agar tiap sektor tujuan 

negara dapat dikerjakan secara bersamaan. Berkenaan dengan pembagaian 

wewenang ini, maka terdapatlah suatu pembagian tugas negara kepada 

alat-alat kekuasaan negara. (Christine, 2004, hlm. 91) 
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Dalam penyelenggaran pemerintah daerah di Indonesia didasarkan 

pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 

1945 yang menyatakan bahwa : 

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-
daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten 
dan kota, yang tiaptiap provinsi, kabupaten dan kota itu 
mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-
Undang.” 
 

Sedangkan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa : 

“Pemerintahan daerah merupakan daerah otonom yang dapat 
menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta 
mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintah kecuali 
urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan 
sebagai urusan pemerintahan pusat.” 
 

Pemerintahan daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah 

otonom oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) menurut asas desentralisasi. Pemerintahan daerah kabupaten/ kota 

mempunyai kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, 

pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan dan kesejahteraan 

pegawai. (Syafiie, 2003, hlm. 129) 

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa : 

“Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluasluasnya dalam 
sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Republik Indonesia Tahun 1945.” 
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Melihat defenisi di atas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah 

disini adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan 

DPRD menurut sentralisasi di mana unsur penyelenggaraan pemerintahan 

daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah. 

2. Kewenangan Pemerintah 

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan 

kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah 

secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan 

pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Penyelenggaraan 

otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, 

peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan 

keanekaragaman daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan 

salah satu prioritas utama yang harus dilaksanakan pemerintah Indonesia 

dalam rangka merealisasikan agenda reformasi, agenda otonomi daerah 

dalam arti yang seluas-luasnya merupakan keputusan politik untuk 

mengakomodir tuntutan daerah dan dinamika masyarakat yang semakin 

kritis dan responsif untuk memaknai pembangunan. (Rahman, 2004, hlm. 

150) 

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah kabupaten 

merupakan sisa kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan pusat dan 

pemerintahan propinsi (recidual power). Dengan demikian pemerintah 

daerah mempunai kewenangan yang sangat besar. Oleh karena itu, bobot 

kewenangan terletak dipemerintahan daerah atau kabupaten/kota, kecuali 
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kewenangan yang telah ditentukan oleh pemerintahan propinsi atau pusat. 

Jadi pemerintahan daerah dapat berinisiatif membuat kewenangan sendiri 

berdasarkan kebutuhan daerahnya. Oleh karena itu pemerintahan daerah 

harus melaksanakan kewenangan yaitu : 

a. Pekerjaan umum; 

b. Kesehatan; 

c. Pendidikan dan kebudayaan; 

d. Pertanian; 

e. Perhubungan; 

f. Industri dan Peraturan Daerahgangan; 

g. Penanaman modal;  

h. Lingkungan hidup; 

i. Pertanahan; 

j. Koperasi; dan 

k. Tenaga kerja. 

3. Fungsi Pemerintah 

Fungsi pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai perangkat 

daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya 

pemerintahan. Bahwa pemerintahan daerah mempunyai fungsi sebagai 

berikut : (Nurcholis, 2005, hlm. 171) 

a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan menurut asas etonomi dan tugas pembantuan; 
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b. Menjalan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang 

menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah; 

c. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan 

memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. 

Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keungan, pelayanan 

umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. 

4. Asas Pemerintah 

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya 

pemerintahan daerah, sangat bertalian erat dengan beberapa asas dalam 

pemerintahan suatu negara, yakni sebagai berikut :  

a. Asas sentaralisasi  

Asas sentralisasi adalah sistem pemerintahan di mana segala 

kekuasaan pemerintahan pusat.  

b. Asas desantralisasi  

Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan 

oleh pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus urusan dalam sistem negara kesatuan republic Indonesia.  

c. Asas dekonsentrasi  

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan 

oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah kepada 

instnasi vertical wilayah tertentu.  

d. Asas tugas pembantuan  



24 

 

 

Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah 

kepada daerah atau desa, dari permerintah propinsi kepada pemerintah 

kabupaten atau kota kepada desa untuk tugas tertentu. 

C. Bahan Bakar Minyak Subsidi-Non Subsidi 

BBM (bahan bakar minyak) adalah jenis bahan bakar (fuel) yang 

dihasilkan dari pengilangan (refining) minyak mentah (crude oil). Minyak 

mentah dari perut bumi diolah dalam pengilangan (refinery) terlebih dulu 

untuk menghasilkan produk-produk minyak (oil products), yang termasuk di 

dalamnya adalah BBM. Selain menghasilkan BBM, pengilangan minyak 

mentah menghasilkan berbagai produk lain terdiri dari gas, hingga ke produk-

produk seperti naphta, light sulfur wax residue (LSWR) dan aspal. Pemakaian 

BBM akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional 

Indonesia dan akan berkurang dari waktu ke waktu sesuai dengan cadangan / 

persediaan nasional Indonesia kecuali diketemukan sumber cadangan baru 

ataupun penggunaan energi baru terbarukan.  

Subsidi BBM, sebagaimana dapat dipahami dari naskah RAPBN dan 

Nota Keuangan setiap tahun, adalah pembayaran yang dilakukan oleh 

Pemerintah Indonesia kepada Pertamina (pemegang monopoli pendistribusian 

BBM di Indonesia, sejak tahun 2009 sudah tidak dimonopoli lagi) dalam 

situasi dimana pendapatan yang diperoleh Pertamina dari tugas menyediakan 

BBM di Tanah Air adalah lebih rendah dibandingkan biaya yang  

dikeluarkannya untuk menyediakan BBM tersebut. Dalam hal ia bernilai 

positif, seperti dulu sering dialami, angka itu disebut Laba Bersih Minyak. 
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Harga BBM Bersubsidi di Indonesia adalah harga sama yang diatur oleh 

pemerintah dan berlaku sama di seluruh wilayah Indonesia.  

Pada dasarnya, pemerintah bersama DPR menetapkan harga BBM 

setelah memperhatikan biaya-biaya pokok penyediaan BBM yang diberikan 

Pertamina / Badan Usaha lainnya serta tingkat kemampuan (willingness to 

pay) masyarakat. 

   BBM Non-Subsidi adalah BBM yang mana harganya tidak diatur oleh 

Pemerintah, Badan Usaha dipersilakan untuk bersaing secara sehat dan 

efisien, tentu di dalam koridor Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi No. 22 

Tahun 2001 beserta turun dan perubahan sampai saat ini. Undang-Undang No 

22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang menegaskan bahwa 

penugasan khusus kepada Pertamina untuk menyediakan BBM di dalam 

negeri akan diakhiri pada (bulan November) 2005 yang dikutip dari Hanan 

Nugroho, Penyediaan BBM: Masalah Besar Menghadang, Kompas, 6 Juli 

2004. Pemerintah melalui BPH Migas mempersilakan Badan Usaha yang telah 

memiliki Izin Usaha dari Kementerian ESDM untuk bersaing secara terbuka 

di pasar domestic Indonesia. 

MOPS (Means Oils of Platts Singapore) adalah acuan dan pedoman 

secara international yang dipakai oleh hampir di semua Negara Asia Pasifik di 

dalam menentukan jual-beli / perdagangan minyak bumi dan turunannya di 

Singapore. Harga International menurut Rober J Dolan & Hermann Simon 

diaplikasi berbeda dimasing-masing Negara, tergantung kepada pasaran 

setempat, harmonisasi factor produk sejenis dan juga Kurs mata uang Negara 
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bersangkutan. Walaupun Negara Singapore bukan Negara besar pengekspor 

minyak bumi, tetapi karena acuannya sudah dipakai sejak lama, maka itu lah 

yang di pakai. Acuan MOPS digunakan di Indonesia sejak 1 April 2001 

dengan dasar Keppres No. 45 Tahun 2001 yang dikeluarkan tgl 29 Maret 

2001. 

Dibawah terlampir adalah beberapa jenis BBM yang umunmnya 

digunakan di Negara Republik Indonesia ini antara lain : 

1. Avgas (Aviation Gasoline)  

Bahan Bakar Minyak ini merupakan BBM jenis khusus yang 

dihasilkan dari fraksi minyak bumi. Avgas didisain untuk bahan bakar 

pesawat udara dengan tipe mesin sistem pembakaran dalam (internal 

combution), mesin piston dengan sistem pengapian. Performa BBM ini 

ditentukan dengan nilai octane number antara nilai dibawah 100 dan juga 

diatas nilai 100. Nilai octane jenis Avgas yang beredar di Indonesia 

memiliki nilai 100/130.  

2. Avtur (Aviation Turbine)  

Bahan Bakar Minyak ini merupakan BBM jenis khusus yang 

dihasilkan dari fraksi minyak bumi. Avtur didisain untuk bahan bakar 

pesawat udara dengan tipe mesin turbin (external combution) performa 

atau nilai mutu jenis bahan bakar avtur ditentukan oleh karakteristik 

kemurnian bahan bakar, model pembakaran turbin dan daya tahan struktur 

pada suhu yang rendah.  
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Bensin Jenis Bahan Bakar Minyak Bensin merupakan nama umum 

untuk beberapa jenis BBM yang diperuntukkan untuk mesin dengan 

pembakaran dengan pengapian. Di Indonesia terdapat beberapa jenis 

bahan bakar jenis bensin yang memiliki nilai mutu pembakaran berbeda. 

Nilai mutu jenis BBM bensin ini dihitung berdasarkan nilai Real Octane 

Number (RON). Berdasarkan RON tersebut maka BBM bensin dibedakan 

menjadi 3 jenis yaitu: 

1) Premium (RON 88)  

Premium adalah bahan bakar minyak jenis distilat berwarna 

kekuningan yang jernih. Warna kuning tersebut akibat adanya zat 

pewarna tambahan (dye). Penggunaan premium pada umumnya adalah 

untuk bahan bakar kendaraan bermotor bermesin bensin, seperti : 

mobil, sepeda motor, motor tempel dan lain-lain. Bahan bakar ini 

sering juga disebut motor gasoline atau petrol. 

2) Pertamax (RON 92)  

Ditujukan untuk kendaraan yang mempersyaratkan penggunaan 

bahan bakar beroktan tinggi dan tanpa timbal (unleaded). Pertamax 

juga direkomendasikan untuk kendaraan yang diproduksi diatas tahun 

1990 terutama yang telah menggunakan teknologi setara dengan 

electronic fuel injection dan catalytic converters. 

3) Pertamax Plus (RON 95)  

Jenis BBM ini telah memenuhi standar performance 

International World Wide Fuel Charter (WWFC). Ditujukan untuk 
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kendaraan yang berteknologi mutakhir yang mempersyaratkan 

penggunaan bahan bakar beroktan tinggi dan ramah lingkungan. 

Pertamax Plus sangat direkomendasikan untuk kendaraan yang 

memiliki kompresi ratio > 10,5 dan juga yang menggunakan teknologi 

Electronic Fuel Injection (EFI), Variable Valve Timing Intelligent 

(VVTI), (VTI), Turbochargers dan catalytic converters. 

4) Minyak Tanah (Kerosene)  

Minyak tanah atau kerosene merupakan bagian dari minyak 

mentah yang memiliki titik didih antara 150 °C dan 300 °C dan tidak 

berwarna. Digunakan selama bertahun-tahun sebagai alat bantu 

penerangan, memasak, water heating, dll. Umumnya merupakan 

pemakaian domestik (rumahan), usaha kecil. 

5) Minyak Solar (HSD)  

High Speed Diesel (HSD) merupakan BBM jenis solar yang 

memiliki angka performa cetane number 45, jenis BBM ini umumnya 

digunakan untuk mesin trasportasi mesin diesel yang umum dipakai 

dengan sistem injeksi pompa mekanik (injection pump) dan electronic 

injection, jenis BBM ini diperuntukkan untuk jenis kendaraan 

bermotor trasportasi dan mesin industri. 

6) Minyak Diesel (MDF)  

Minyak Diesel adalah hasil penyulingan minyak yang berwarna 

hitam yang berbentuk cair pada temperatur rendah. Biasanya memiliki 

kandungan sulfur yang rendah dan dapat diterima oleh Medium Speed 
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Diesel Engine di sektor industri. Oleh karena itulah, diesel oil disebut 

juga Industrial Diesel Oil (IDO) atau Marine Diesel Fuel (MDF). 

7) Minyak Bakar (MFO)  

Minyak Bakar bukan merupakan produk hasil destilasi tetapi 

hasil dari jenis residu yang berwarna hitam. Minyak jenis ini memiliki 

tingkat kekentalan yang tinggi dibandingkan minyak diesel. Pemakaian 

BBM jenis ini umumnya untuk pembakaran langsung pada industri 

besar dan digunakan sebagai bahan bakar untuk steam power station 

dan beberapa penggunaan yang dari segi ekonomi lebih murah dengan 

penggunaan minyak bakar. Minyak Bakar tidak jauh berbeda dengan 

Marine Fuel Oil (MFO) Biodiesel Jenis Bahan Bakar ini merupakan 

alternatif bagi bahan bakar diesel berdasarpetroleum dan terbuat dari 

sumber terbaharui seperti minyak nebati atau hewan. Secara kimia, ia 

merupakan bahan bakar yang terdiri dari campuran mono-alkyl ester 

dari rantai panjang asam lemak. Jenis Produk yang dipasarkan saat ini 

merupakan produk biodiesel dengan campuran 95 persen diesel 

petroleum dan mengandung 5 persen CPO yang telah dibentuk 

menjadi Fatty Acid Methyl Ester (FAME).  

8) Pertamina DEX 

Pertamina DEX Adalah bahan bakar mesin diesel modern yang 

telah memenuhi dan mencapai standar emisi gas buang EURO 2, 

memiliki angka performa tinggi dengan cetane number 53 keatas, 

memiliki kualitas tinggi dengan kandungan sulfur di bawah 300 ppm, 
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jenis BBM ini direkomendasikan untuk mesin diesel teknologi injeksi 

terbaru (Diesel Common Rail System), sehingga pemakaian bahan 

bakarnya lebih irit dan ekonomis serta menghasilkan tenaga yang lebih 

besar. 

D. Tinjauan Pustaka Mengenai Perlindungan Konsumen 

1. Pengertian Konsumen 

Janus Sidalabok, menyatakan bahwa : (Sidalabok, 2014) 

“Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari 
produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu 
setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak 
untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.” 
 

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah 

konsumen sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). 

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap 

orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik 

bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup 

lain dan tidak untuk diperdagangkan. 

Shidarta, menyatakan bahwa : (Shidarta, 2003) 

“Istilah lain yang agak dekat dengan konsumen adalah pembeli 
(koper). Pengertian konsumen jelas lebih luas daripada 
pembeli. Luasnya pengertian konsumen dilukiskan secara 
sederhana oleh mantan Presiden Amerika Serikat, John F. 
Kennedy dengan mengatakan, Consumers by definition include 
us all.” 
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Pengertian dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Perlindungan 

Konsumen, mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 

a. Konsumen adalah setiap orang  

Maksudnya adalah orang perorangan dan termasuk juga badan 

usaha (badan hukum atau non hukum).  

b. Konsumen sebagai pemakai  

Pasal 1 angka 2 UUPK menegaskan bahwa UUPK menggunakan 

kata pemakai untuk pengertian konsumen akhir. Hal ini disebabkan 

karena pengertian pemakai lebih luas yaitu semua orang 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa untuk diri sendiri.  

c. Barang dan/atau jasa  

Barang yaitu segala macam benda (berdasarkan sifatnya untuk 

diperdagangkan) dan dipergunakan oleh konsumen. Jasa yaitu layanan 

berupa pekerjaan atau prestasi yang tersedia untuk digunakan oleh 

konsumen. 

d. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia dalam masyarakat  

Barang dan/atau jasa yang akan diperdagangkan telah tersedia di 

pasaran, sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan untuk 

mengkonsumsinya.  

e. Barang dan/atau jasa digunakan untuk kepentingan diri sendiri, 

keluarga, orang lain atau makhluk hidup  

Dalam hal ini tampak adanya teori kepentingan pribadi terhadap 

pemakaian suatu barang dan/atau jasa.  
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f. Barang dan/atau jasa tidak untuk diperdagangkan  

Pengertian konsumen dalam UUPK dipertegas, yaitu hanya 

konsumen akhir, sehingga maksud dari pengertian ini adalah 

konsumen tidak memperdagangkan barang dan/atau jasa yang telah 

diperolehnya. Namun untuk dikonsumsi sendiri. 

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang 

Perlindungan Konsumen tersebut bahwa konsumen yang dimaksud adalah 

konsumen akhir. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semua orang 

adalah konsumen karena membutuhkan barang dan jasa untuk 

mempertahankan hidupnya sendiri, keluarganya, ataupun untuk 

memelihara/merawat harta bendanya. 

2. Hak dan Kewajiban Konsumen 

a. Hak Konsumen 

Sudikno Mertokusumo, menyatakan bahwa : (Mertokusumo, 

2005) 

“Dalam pengertian hukum, umumnya yang dimaksud 
dengan hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi 
oleh hukum. Kepentingan sendiri berarti tuntutan yang 
diharapkan untuk dipenuhi. Sehingga dapat dikatakan 
bahwa hak adalah suatu tuntutan yang pemenuhannya 
dilindungi oleh hukum.” 
 

Pada dasarnya hak bersumber dari tiga hal, yaitu:  

1) Hak manusia karena kodratnya 

Yaitu hak yang kita peroleh sejak lahir. Seperti hak untuk 

hidup dan hak untuk bernafas. Hak ini tidak boleh diganggu gugat 
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oleh negara, dan bahkan negara wajib menjamin pemenuhannya. 

Hak inilah yang disebut hak asasi.  

2) Hak yang lahir dari hukum  

Yaitu hak-hak yang diberikan oleh hukum negara kepada 

manusia dalam kedudukannya sebagai warga negara/warga 

masyarakat.  

3) Hak yang lahir dari hubungan hukum antara seseorang dan orang 

lain melalui sebuah kontrak/perjanjian 

Yaitu hak yang didasarkan pada perjanjian/ kontrak antara 

orang yang satu dengan yang lain. Contohnya peristiwa jual beli. 

Hak pembeli adalah menerima barang, sedangkan hak penjual 

adalah menerima uang. 

Dengan demikian, hak-hak konsumen itu terdiri dari : 

(Mertokusumo, 2005) 

1) Hak konsumen sebagai manusia (yang perlu hidup);  

2) Hak konsumen sebagai subyek hukum dan warga negara (yang 

bersumber dari undang-undang/ hukum); dan  

3) Hak konsumen sebagai pihak-pihak dalam kontrak (dalam 

hubungan kontrak dengan konsumen-pelaku usaha). 

Masyarakat Ekonomi Eropa menetapkan hak-hak dasar 

konsumen (warga masyarakat Eropa) yang perlu mendapat 

perlindungan di dalam perundang-undangan negara-negara Eropa, 

yaitu : (Mertokusumo, 2010) 
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1) Hak perlindungan kesehatan dan keamanan;  

2) Hak perlindungan kepentingan ekonomi;  

3) Hak mendapat ganti rugi; dan  

4) Hak untuk didengar. 

Menurut Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak konsumen adalah : 

1) Hak atas kenyaman, keamanan dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/ atau jasa; 

2) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/ atau jasa sesuai 

dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;  

3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi 

dan jaminan barang dan/ atau jasa;  

4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau 

jasa yang digunakan;  

5) Hak untuk memdapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;  

6) Hak untuk memdapat pembinaan dan pendidikan konsumen;  

7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif;  

8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau 

penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak 

sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan 
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9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan 

perundangundangan lainnya. 

Selanjutnya masing-masing hak-hak konsumen tersebut dapat 

diuraikan sebagai berikut  : (Mertokusumo, 2010) 

1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam 

mengonsumsi barang dan/atau jasa; 

Konsumen berhak mendapatkan produk yang nyaman, aman, 

dan yang memberi keselamatan. Oleh karena itu, konsumen harus 

dilindungi dari segala bahaya yang mengancam kesehatan, jiwa 

dan harta bendanya karena memakai atau mengonsumsi produk 

(misalnya makanan). Dengan demikian, setiap produk baik dari 

segi komposisi bahan, kontruksi, maupun kualitasnya harus 

diarahkan untuk mempertinggi rasa kenyamanan, keamanan, dan 

keselamatan konsumen.  

2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 

jaminan yang dijanjikan 

Hak untuk memilih dimaksudkan untuk memberikan 

kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk 

tertentu sesuai dengan kebutuhannya, Kebebasan memilih ini 

berarti tidak ada unsur paksaan atau tipu daya dari pelaku usaha.  

3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi 

dan jaminan barang dan/atau jasa 
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Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar 

konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu 

produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat 

memilih produk yang diinginkan/sesuai kebutuhannya serta 

terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan 

produk. 

4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau 

jasa yang digunakan 

Hak untuk didengar ini merupakan hak dari konsumen agar 

tidak dirugikan lebih lanjut, atau hak untuk menghindarkan diri 

dari kerugian. Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai 

hal yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila 

informasi yang diperoleh tentang produk tersebut kurang memadai, 

ataukah berupa pengaduan atas adanya kerugian yang telah dialami 

akibat penggunaan suatu produk, atau yang berupa pernyataan/ 

pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan 

dengan kepentingan konsumen. Hak ini dapat disampaikan baik 

secara perorangan, maupun secara kolektif, baik yang disampaikan 

secara langsung maupun diwakili oleh suatu lembaga tertentu, 

misalnya melalui YLKI. 

5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut 
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Pelaku usaha tentu memahami mengenai barang dan/atau 

jasa, sedangkan di sisi lain, konsumen sama sekali tidak 

memahami proses yang dilakukan oleh pelaku usaha. Sehingga 

posisi konsumen lebih lemah dibanding pelaku usaha. Oleh karena 

itu, konsumen perlu mendapat advokasi, perlindungan, serta upaya 

penyelesaian sengketa secara patut. 

6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen 

Konsumen berhak mendapatkan pembinaan dan pendidikan 

mengenai mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang baik. Produsen 

pelaku usaha wajib memberi informasi yang benar dan mendidik 

sehingga konsumen makin dewasa bertindak dalam memenuhi 

kebutuhannya, bukan sebaliknya mengeksploitasi kelemahan-

kelemahan konsumen terutama wanita dan anak-anak.  

7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif 

Sudah merupakan hak asasi manusia untuk diperlakukan 

sama. Pelaku usaha harus memberikan pelayanan yang sama 

kepada semua konsumennya, tanpa memandang perbedaan 

ideologi, agama, suku, kekayaan, maupun status sosial.  

8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau 

penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak 

sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya 
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Hak atas ganti kerugian dimaksudkan untuk memulihkan 

keadaan yang telah menjadi rusak akibat adanya penggunaan 

barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. 

Untuk merealisasikan hak ini tentu saja harus melalui prosedur 

tertentu, baik yang diselesaikan secara damai (diluar pengadilan) 

maupun yang diselesaikan melalui pengadilan. 

9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan 

perundangundangan lainnya 

Sesuai dengan kedudukannya sebagai konsumen berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya ketentuan ini 

membuka kemungkinan berkembangnya pemikiran tentang hak-

hak baru dari konsumen di masa yang akan datang, sesuai dengan 

perkembangan zaman. 

b. Kewajiban Konsumen 

Menurut Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kewajiban konsumen 

adalah : 

1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 

pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan 

dan keselamatan;  

2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang 

dan/atau jasa;  

3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; dan 
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4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 

konsumen secara patut. 

Selanjutnya masing-masing kewajiban konsumen tersebut dapat 

diuraikan sebagai berikut : (Ngiu, 2015) 

1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 

pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan 

dan keselamatan 

Adapun kewajiban konsumen membaca atau mengikuti 

petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan 

barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan merupakan 

hal penting mendapat pengaturan. Adapun pentingnya kewajiban 

ini karena sering pelaku usaha menyampaikan peringatan secara 

jelas pada label suatu produk, namun konsumen tidak membaca 

peringatan yang telah disampaikan kepadanya.  

2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang 

dan/atau jasa 

Menyangkut kewajiban konsumen beritikad baik hanya 

tertuju pada transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu 

saja disebabkan karena bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat 

merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan 

produsen. Berbeda dengan pelaku usaha kemungkinan terjadinya 

kerugian bagi konsumen dimulai sejak barangdirancang/diproduksi 

oleh produsen (pelaku usaha). 
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3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati 

Kewajiban konsumen membayar sesuai dengan nilai tukar 

yang disepakati dengan pelaku usaha, adalah hal yang sudah biasa 

dan sudah semestinya demikian.  

4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 

konsumen secara patut 

Kewajiban lain yang perlu mendapat penjelesan lebih lanjut 

adalah kewajiban mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa 

perlindungan konsumen secara patut. Kewajiban ini dianggap 

sebagai hal baru, sebab sebelum diundangkannya UUPK hampir 

tidak dirasakan adanya kewajiban secara khusus seperti ini dalam 

perkara perdata, sementara dalam kasus pidana tersangka/terdakwa 

lebih banyak dikendalikan oleh aparat kepolisian dan/atau 

kejaksaan. Adanya kewajiban seperti ini diatur dalam UUPK 

dianggap tepat, sebab kewajiban ini adalah untuk mengimbangi 

hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelessaian sengketa 

perlindungan konsumen secara patut. 

3. Pengertian Perlindungan Konsumen 

Az. Nasution, menyatakan bahwa : (Nasution  2014) 

“Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang 
memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur 
hubungan dan juga mengandung sifat yang melindungi 
kepentingan konsumen.” 
 

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa perlindungan 
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konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum 

untuk memberi perlindungan kepada konsumen. 

Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, menyatakan bahwa : 

(Imaniyati, 2000)  

“Setiap orang pada suatu waktu, dalam posisi tunggal/sendiri 
maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan 
apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang 
dan/atau jasa tertentu. Keadaan universal ini pada beberapa sisi 
menunjukkan adanya kelemahan pada konsumen, sehingga 
konsumen tidak mempunyai kedudukan yang aman. Oleh 
karena itu, secara mendasar konsumen juga membutuhkan 
perlindungan hukum yang bersifat universal.” 
 

Lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan 

dengan kedudukan produsen yang relatif lebih kuat dalam banyak hal 

misalnya dari segi ekonomi maupun pengetahuan, mengingat produsen lah 

yang memproduksi barang, sedangkan konsumen hanya membeli produk 

yang telah tersedia dipasaran. Perlindungan terhadap konsumen sangatlah 

penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan tekonologi yang 

merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas 

barang dan/atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran 

usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, baik 

langsung atau tidak langsung maka konsumenlah yang pada umumnya 

merasakan dampaknya. 

Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan : 

(Rajagukguk, 2000) 

b. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 

keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;  
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c. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan 

seluruh pelaku usaha;  

d. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa; 

e. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang 

menipu dan menyesatkan; dan  

f. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan 

perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada 

bidang-bidang lainnya. 

4. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen 

a. Asas Perlindungan Konsumen 

Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen 

berasaskan manfaat, keadilan, keamanan, dan keselamatan konsumen, 

serta kepastian hukum. 

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagi usaha bersama 

berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, 

yaitu : (Yodo, 2015) 

1) Asas manfaat mengamanatkan bahwa segala upaya dalam 

penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan 

manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku 

usaha secara keseluruhan; 

2) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat 

diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada 
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konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan 

melaksanakan kewajibannya secara adil; 

3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan 

keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan 

pemerintah dalam arti materiil dan spritual; 

4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk 

memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada 

konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang 

dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan; dan 

5) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar, baik pelaku usaha 

maupun konsumen menaati dan memperoleh keadilan dalam 

penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin 

kepastian hukum. 

b. Tujuan Perlindungan Konsumen 

Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen, Perlindungan Konsumen 

bertujuan : 

1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen 

untuk melindungi diri; 

2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 

menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau 

jasa;  
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3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam meilih, menetukan, 

dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;  

4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung 

unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses 

untuk mendapatkan informasi;  

5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 

bertanggung jawab dalam berusaha; dan 

6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 

kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. 

 

 

 


